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BERITA DAERAH
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 32 TAHUN 2012

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 32 TAHUN 2012
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAMN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO.

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Pasal 6 Peraturan Daerah
Nomor 31 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu
ditetapkan Peraturan  Bupati sebagai landasan
operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sabagaimana
dimaksud pada hurul a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
2 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran WNegara Republilc Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republii
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 3312}, sebagaimna telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Neputisme {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1599 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor <7, ‘ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nonior 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 rtentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004  Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435E5);
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keungan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4100j:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistemn Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
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sebagaimana telah diubah suntuk kedua kalinya
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 teniang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undagan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang

Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati Il Gorontalo dari
Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keiuangan Pimpinan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416), sebgaimana talah
diubah untuk ke tiga kalinya dengan peraturan
pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemeritntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Momor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4576);

. Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2005 tentang

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tzhun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585};
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerinatah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

23.

24,

Pemebagian Urusan, Pemeritahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Xota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republix Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165j;
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan
Keuangan Dasrah (Lembaran Daerah Kabupaten
Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4, Seri E);

. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 31

Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2013 terdiri dari :
1. Pendapatan :
a.Pendapatan Asli daeran  Rp.

42.224.468.977,00

b.Dana Perimbangan Rp. 593.824.826.462,00

c. Lain-lain Pendapatan yang sah

Rp. 92.757.695.114,00

Jumlah Pendapatan Rp. 728.806.990.553,00

2. Belanja:
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja pegawai Rp. 435.827.690.345,00
2) Belanja bunga Rp. 0,00
3) Belanja subsidi Rp. 0,00
4) Belanja hibah Rp.  3.200.000.000,00

5) Belenja bantuan sosial Fp.
6) Belanja bagi hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota

dan Pemerintah Desa Rp.

7) Belanja bantuan keuangan

kepada provinsi/kabupaten

/kota dan pemerintah desa

Rp.

8) Belanja tidak terduga  Rp.

1.432.500.000,00

527.750.873,00

18.283.045.000,00

3.873.929.800.00

Rp. 463.144.916.018,00

b.Belanja langsung

1) Belanja pegawai Rp. 40.784.522.454.00
2) Belanja barang dan jasaRp. 923.464.709.964,00
3) Belanja modal Rp. 131.412.842.117.00

Rp. 265.662.074.535,00
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Jumlah Belanja Rp. 728.806.990.553,00
Defisit Rp. 0,00
3. Pembiyayaan :
a. Penerimaan Rp. 0,00
b.Peneluaran Rp. 0.00

Jumlah Pembiyaan Neto (Rp. 0,00)
Sisa lebih pembiyayaan anggaran tahun berkenaan Rp.
0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimna dimaksud
pada pasal 1 tercantum dalam lampiran 1 peraturan

Bupati ini.
Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

dirinci lebih lanjut dalam lampiran 1I peraturan Bupati ini,

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan
pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

peraturan Bupati ini.
Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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Pasal 6
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 17 Desember 2012
BUPATI GORONTALO,

TTD
DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 17 desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

Ir HADIJAH U. TAYEB, MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631121 198903 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 32



